
 

 

  

 

 

 

 

MODUL PELATIHAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) 

TINGKAT DASAR 
 

 

 

 

  

MATERI 8:  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Oleh: 
Arif Rachman, ST. MT.MM 

 

 

 

 

 

 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA 
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

JAKARTA 
TAHUN 2021 



i 
  

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Versi 4, 2021 

Materi 8: Pelaksanaan PBJ 
melalui Penyedia 

KATA PENGANTAR  

 

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat-Nya Modul 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia ini dapat diselesaikan. 
Terima kasih kami sampaikan atas peran masukan dari berbagai pihak dan 
melalui pembahasan yang intensif dengan para widyaiswara lingkup Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan PBJ – LKPP. 

Penyusunan modul “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui 
Penyedia” untuk Pelatihan PBJP Tingkat Dasar versi 4  berdasarkan pada Surat 
Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ Nomor 8116/Pusdiklat/2021 
tanggal 22 April 2021 tentang Tim Penyusun Program Pelatihan PBJP Tingkat 
Dasar Versi 4. 

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat 
digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk 
lebih memahami Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia. Materi dalam modul ini 
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan 
Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. 

Modul ini disusun oleh Arif Rachman, ST.MT.MM, kami sampaikan terima 
kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan LKPP dan semua 
pihak yang memberikan sumbangsih masukan konstruktifnya. Diharapkan 
modul ini dapat membantu para peserta pelatihan dalam memahami 
Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia sehingga dalam pengelolaannya menjadi 
lebih profesional. Modul ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak yang 
terkait dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.  

Masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diperlukan 
untuk kesempurnaan penulisan modul ini. Demikian Modul ini dibuat semoga 
bermanfaat. 
 

Jakarta,     Agustus 2021 
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Pengadaan Barang/Jasa  
 
 
 
 
 
Hardi Afriansyah  
NIP.  196904212002121001 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

A. Petunjuk Bagi Peserta  

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal bagi peserta, maka 

modul ini digunakan dengan langkah- langkah sebagai berikut:  

1. Peserta membaca dan memahami dengan seksama uraian-uraian materi 

dalam modul ini. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat 

bertanya pada Widyaiswara/Fasilitator/Narasumber yang mengampu 

kegiatan belajar.  

2. Kerjakan setiap latihan dan evaluasi materi yang ada dalam modul ini, 

untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki 

terhadap materi yang akan dibahas dalam kegiatan belajar.  

 

B. Petunjuk Bagi Widyaiswara/Fasilitator  

Dalam setiap kegiatan belajar Widyaiswara/Fasilitator harus: 

1. Membaca dan memahami isi modul ini.  

2. Menyusun bahan ajar dan skenario pembelajaran untuk mata pelatihan 

dalam modul ini.  

3. Membantu peserta dalam merencanakan proses belajar.  

4. Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan 

dalam tahap materi dalam modul.  

5. Membantu peserta dalam memahami konsep, praktik dan menjawab 

pertanyaan peserta mengenai proses belajar  

6. Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.  

7. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 dan 

Perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 disebutkan 

bahwa proses mendapatkan barang/jasa dilakukan melalui penyedia atau 

dengan swakelola. 

Pada dasarnya proses pengadaan barang/ jasa dilakukan melalui 

penyedia sehingga di sini hal yang kritikal yang perlu diketahui bagi para 

peserta yang ingin belajar pengadaan. Proses melalui penyedia di pengadaan 

barang/ jasa pemerintah telah mengalami banyak perkembangan diantaranya 

dipengaruhi oleh teknologi informatika, yaitu dengan melalui E-Procurement, 

dengan berbagai produk yang dihasilkan seperti E-Tender, E-Seleksi, E-Tender 

Cepat, Reverse Auction, E-Purchasing, tentunya berbagai pilihan produk 

tersebut disediakan untuk mendapatkan best value for money di pengadaan 

pemerintah. 

Pengembangan produk pemilihan melalui penyedia ini pastinya akan 

terus berkembang, sejalan dinamika pengetahuan yang ada di pengadaan 

barang/ jasa termasuk di pengadaan barang/ jasa pemerintah, pengetahuan ini 

tidakk berdiri sendiri, peserta juga harus memahami terkait ketentuan umum di 

pengadaan, prinsip dan etika di pengadaan, tujuan pengadaan, dan 

perencanaan pengadaan melalui penyedia. 

 

B. Deskripsi Singkat 

 Ruang lingkup dari materi pelaksanaan pemilihan melalui penyedia 

terdiri Pelaksanaan pemilihan penyedia, Tender Cepat dan Tender/ Seleksi 

gagal serta tindak lanjutnya dan Pelaksanaan Kontrak. 

 Metode yang digunakan dalam pembelajaran tatap muka untuk materi ini 

adalah: ceramah, diskusi, tanya jawab, dan brainstorming. Media pembelajaran 

yang digunakan dalam pembelajaran tatap muka antara lain: modul, slide 

bahan tayang, papan tulis/white board, papan flipchart, LCD, computer. 
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C. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

  Setelah modul dan bahan ajar materi ini selesai diajarkan, diharapkan 

peserta mampu menjelaskan pelaksanaan PBJ melalui penyedia untuk 

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya serta jasa konsultansi. 

 

2. Indikator Hasil Belajar 

Setelah mempelajari modul dan bahan ajar materi ini peserta diharapkan 

mampu menjelaskan: 

a. Pelaksanaan pemilihan penyedia 

b. Tender cepat dan tender/seleksi gagal serta tindak lanjutnya 

c. Memahami pelaksanaan kontrak   

d. Serah Terima 

 

D. Materi Pokok 

Dalam modul ini terdapat 4 Materi Pokok dengan sub bab diuraikan 

masing-masing sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia 

a. E-Purchasing  

b. Penunjukan Langsung  

c. Pengadaan Langsung 

d. Tender Cepat 

e. Tender/Seleksi 

2. Tender Cepat & Tender/seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya 

a. Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan Gagal  

b. Tindak Lanjut Tender/Seleksi Gagal 

c. Tindak Lanjut Tender/Seleksi Ulang Gagal 

3. Pelaksanaan Kontrak  

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 

b. Penandatanganan Kontrak 

c. Penyerahan Lokasi Pekerjaan  
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d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/ Surat Perintah Pengiriman 

(SPP) 

e. Pemberian Uang Muka 

f. Penyusunan Program Mutu 

g. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 

h. Mobilisasi 

i. Pemeriksaan Bersama 

j. Pengendalian Kontrak  

k. Inspeksi Pabrikasi  

l. Pembayaran Prestasi Pekerjaan  

m. Perubahan Kontrak  

n. Penyesuaian Harga  

o. Keadaan Kahar 

p. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak 

q. Pemutusan Kontrak  

r. Pemberian Kesempatan  

s. Denda dan Ganti Rugi  

4. Serah Terima   

a. Serah Terima Hasil Pekerjaan  

b. Masa Pemeliharaan  
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Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta 
diharapkan mampu menjelaskan pelaksanaan PBJ melalui Penyedia  

 

 
BAB II 

PELAKSANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA  

 

A. Uraian Materi 

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari 

identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.  

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan 

persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, persiapan pemilihan 

Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah 

terima hasil pekerjaan.  

 

Gambar 2.1 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 
 

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, 

PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, 

atau Tim Pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK). 

Perencanaan 
Pengadaan 

Persiapan 
Pengadaan 

Persiapan 
Pemilihan 

Proses Pemilihan 
Pelaksanaan 

Kontrak 
Serah Terima  
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Pada modul ini, peserta akan mempelajari pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa  sejak proses pemilihan sampai dengan serah terima dan diuraikan 

sekilas terkait proses perencanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan 

persiapan pengadaan barang/jasa (persiapan pengadaan dan persiapan 

pemilihan). 

1. Perencanaan Pengadaan 

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA 

yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan 

anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan 

dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Perencanaan Pengadaan 

Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

2. Persiapan Pengadaan 

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui 

oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan 

Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan 

pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah  

penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan 

mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh 

DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan 

PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindak lanjutnya sebagai berikut: 

a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak yang disebut 

Pejabat Penandatangan Kontrak mengadakan ikatan perjanjian atau 

menandatangani kontrak dengan penyedia setelah DIPA/DPA disahkan. 

b. Apabila Pagu Anggaran lebih kecil dari penawaran, proses pemilihan 

dapat dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga 

c. Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka hasil 

pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan. 
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Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Non 

Konstruksi dilakukan oleh PPK meliputi: 

a. Reviu dan Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

b. Penyusunan dan Penetapan HPS. 

c. Penyusunan dan Penetapan rancangan kontrak; dan/atau 

d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, 

jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga. 

Di samping itu PPK melakukan : 

a. Identifikasi barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori 

barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, E-

purchasing, atau termasuk pengadaan khusus.  

b. Reviu terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban 

untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk 

dalam negeri paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa 

K/L/PD. 

3. Persiapan Pemilihan  

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan 

dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima 

permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada 

Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.  

Pokja  Pemilihan  melakukan  persiapan  pemilihan  melalui  Penyedia 

meliputi:  

a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;  

b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;  

c. Penetapan metode Kualifikasi;  

d. Penetapan persyaratan Penyedia;  

e. Penetapan metode evaluasi penawaran; 

f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran; 

g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan  

h. Penyusunan Dokumen Pemilihan.  
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Persiapan  pemilihan  melalui  Penyedia  yang  dilakukan  oleh  Pejabat 

Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja, meliputi: 

a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;  

b. Penetapan persyaratan Penyedia;  

c. Penetapan jadwal pemilihan; dan   

d. Penetapan Dokumen Pemilihan. 

4. Pelaksanaan Pemilihan 

Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja 

Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan: 

a. PPK melaksanakan : 

1) E-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

2) E-purchasing  dengan  nilai  HPS  paling  sedikit  di  atas 

Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  untuk  percepatan 

pembangunan  kesejahteraan  di  Provinsi  Papua  dan  Provinsi 

Papua Barat. 

b. Pejabat Pengadaan melaksanakan:  

1) Pengadaan  Langsung  dan  Penunjukan  Langsung  untuk 

pengadaan  Barang/Jasa  Lainnya  dengan  nilai  HPS  paling 

banyak  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  atau  Jasa 

Konsultansi  yang  bernilai  paling  banyak  Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah); dan 

2) Pengadaan  Langsung  dan  Penunjukan  Langsung  untuk 

pengadaan  Barang/Jasa  Lainnya  dengan  nilai  HPS  paling 

banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah);  atau  Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 

ratus  juta  rupiah)  untuk  percepatan  pembangunan kesejahteraan 

di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;. 

c. Pokja Pemilihan melaksanakan:   

1) Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung; dan 

2) Tender  Terbatas  untuk  pengadaan  Barang/Jasa  Lainnya  yang 

bernilai  paling  sedikit  di  atas  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar 
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rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus  

juta  rupiah)  untuk  percepatan  pembangunan kesejahteraan di 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.   

d. Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan LKPP terkait Pengadaan Khusus. 

5. Pelaksanaan Kontrak 

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan 

yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan 

kontrak (yang penting dan terdapat dalam ketentuan kontrak) diantaranya:  

a. Penetapan SPPBJ; 

b. Penandatanganan Kontrak; 

c. Penyerahan Lokasi Kerja; 

d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman (SPP); 

e. Pemberian Uang Muka; 

f. Penyusunan Program Mutu; 

g. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak; 

h. Mobilisasi; 

i. Pemeriksaan Bersama; 

j. Pengendalian Kontrak; 

k. Inspeksi Pabrikasi; 

l. Pembayaran Prestasi Pekerjaan;  

m. Perubahan Kontrak; 

n. Penyesuaian Harga; 

o. Keadaan Kahar; 

p. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak; 

q. Pemutusan Kontrak; 

r. Pemberian Kesempatan; 

s. Denda dan Ganti Rugi. 

6. Pelaksanaan Serah Terima yang terdiri dari 

a. Serah Terima Hasil Pekerjaan 

b. Masa Pemeliharaan (apabila dibutuhkan masa pemeliharaan) 
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Secara umum tahapan proses pemilihan antara prakualifikasi dan 

pascakualifikasi hampir sama. Pada prakualifikasi penilaian kualifikasi penyedia 

dilakukan sebelum pemasukan penawaran sedangkan untuk pascakualifikasi 

dilakukan bersamaan dengan proses evaluasi penawaran. Tahapan pengadaan 

proses prakualifikasi dan pascakualifikasi secara umum dapat dilihat pada tabel 

2.1 dibawah ini. 

Tabel 2.1 Tahapan Prakualifikasi/Pascakualifikasi 
 

Tahap Prakualifikasi  Tahap Pascakualifikasi  

1. Pelaksanaan Prakualifikasi  
a. Pengumuman Prakualifikasi 
b. Pendaftaran dan pengunduhan  

Dokumen kualifikasi 
c. Pemberian Penjelasan (apabila 

diperlukan) 
d. Penyampaian Dokumen kualifikasi 
e. Evaluasi kualifikasi 
f. Pembuktian kualifikasi 
g. Penetapan dan pengumuman hasil 

kualifikasi 
h. Sanggah Kualifikasi 

2. Undangan kepada Peserta yang Lulus 
Kualifikasi 

3. Pengunduhan dokumen pemilihan 
4. Pemberian Penjelasan  
5. Penyampaian Dokumen Penawaran 

administrasi dan teknis (tahap I) 
6. Evaluasi Dokumen Penawaran 
7. Penetapan dan pengumuman 

Pemenang 
8. Sanggah 

1. Pengumuman dan/atau 
Undangan 

2. Pendaftaran dan pengambilan 
Dokumen Pemilihan 

3. Pemberian Penjelasan 
4. Penyampaian Dokumen 

Penawaran 
5. Evaluasi Dokumen 

Penawaran 
6. Pembuktian kualifikasi 

kepada Calon Pemenang  
7. Penetapan dan pengumuman 

Pemenang  
8. Masa Sanggah  
 

Catatan : 
Untuk tahapan berikutnya, dilanjutkan dengan: 
a. Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi) atau 
b. Negosiasi Teknis dan Biaya (Khusus Jasa Konsultansi) 

 
Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah Rencana Umum 

Pengadaan (RUP) diumumkan. Untuk barang/jasa yang kontraknya harus 

ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah 

penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan yang dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui 

aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). 

 

Tender Cepat 

Untuk Tender Cepat, tahapannya sebagai berikut: 

a. Undangan Tender Cepat 

b. Pendaftaran Tender Cepat 

c. Penyampaian dokumen penawaran  

d. Pembukaan dokumen penawaran 

e. Pengumuman hasil pembukaan dokumen Penawaran 

f. Verifikasi kualifikasi kepada calon pemenang 

g. Penetapan pemenang dan pengumuman. 

 

E- reverse Auction 

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang. E-

reverse Auction dapat digunakan untuk: 

a. Tender dengan metode evaluasi harga terendah (dikecualikan untuk 

pengadaan Pekerjaan Konstruksi) 

b. Tender Cepat (yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan) 

c. E-purchasing (khusus untuk barang/jasa di dalam E-Katalog) 

d. Sebagai tindak lanjut Tender yang hanya terdapat 2 (dua) penawaran 

yang  masuk  dan  kedua  penawaran  tersebut  lulus  evaluasi  teknis 

untuk berkompetisi kembali dengan cara menyampaikan penawaran 

harga  lebih  dari  1  (satu)  kali  dan  bersifat  lebih  rendah  dari 

penawaran sebelumnya; atau 

 
1. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia 

a. E-Purchasing  

E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem 

katalog elektronik. Pelaksanaan melalui E-purchasing ada dua kriteria yaitu:  

1) Wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan 

kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, 

kepala lembaga, atau kepala daerah.  
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2) Tidak wajib, jika tidak ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau 

kepala daerah. Keputusan pembelian melalui e-Purchasing harus 

mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan 

kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta Pelaku Usaha 

lokal. 

Tahapan Proses pengadaan melalui E-purchasing pada prinsipnya sama 

dengan proses metode lainnya, tapi ada sedikit perbedaan dalam persiapan 

adalah spesifikasi diperbolehkan menyebut merek/type, tidak diperlukan HPS 

dan bentuk kontraknya berupa surat pesanan. Prosedur E-purchasing meliputi: 

1) PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa pada 

katalog elektronik; 

2) Calon Penyedia menanggapi pesanan dari PPK /Pejabat Pengadaan; 

3) PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia dapat melakukan 

negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat 

dinegosiasikan. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan 

barang/jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang/jasa yang 

diadakan, ongkos kirim (apabila ada), biaya instalasi/training (apabila 

diperlukan); 

4) PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia menyetujui/menyepakati 

pembelian barang/jasa; dan 

5) Penerbitan Surat Pesanan. 

 

Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Penyedia yang dapat menyediakan 

barang/jasa yang dibutuhkan, maka untuk mendapat harga barang/jasa terbaik 

dapat dilakukan:  

1) Negosiasi kepada penyedia yang harga barang/jasanya paling murah 

dan telah memperhitungkan ongkos kirim, instalasi, training (apabila 

diperlukan); atau  

2) e-Reverse Auction dimana dapat dilakukan penawaran harga secara 

berulang. 
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b. Penunjukan Langsung  

Pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang 1 

(satu) pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun 

harga. Dalam negosiasi harga Pokja Pemilihan dilarang menyetujui harga 

diatas Harga Perhitungan Sendiri. 

Tahapan Penunjukan Langsung    

1) Undangan prakualifikasi;  

2) Penyampaian dan Evaluasi dokumen kualifikasi;  

3) Pembuktian kualifikasi;  

4) Penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus 

kualifikasi);  

5) Pemberian penjelasan;  

6) Penyampaian dan Pembukaan dokumen penawaran;  

7) Evaluasi dokumen penawaran;  

8) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan  

9) Penetapan dan pengumuman. 

 

c. Pengadaan Langsung 

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:   

1) Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah 

pasti dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya 

kepada Penyedia;  

b) Penyedia dan PPK melakukan serah terima hasil Barang/Jasa 

Lainnya; 

c) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi 

kepada PPK; dan/atau 

d) PPK melakukan pembayaran. 
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2) Pengadaan Langsung untuk: 

a) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah); 

b) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah); dan 

c) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah); 

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan 

dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau 

non-elektronik. 

2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, 

Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit 

dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. 

3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu 

untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan 

kualifikasi.  

4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-

dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. 

5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, 

teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah 

ditentukan dalam undangan. 

6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi 

administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan 

klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia 

dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. 

7) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain 

sebagaimana dimaksud dalam butir 1. 

8) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan 

Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang 

dengan mengundang Pelaku Usaha lain. 
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9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung 

yang terdiri dari: 

a) nama dan alamat Penyedia; 

b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; 

c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); 

d) hasil negosiasi harga (apabila ada); 

e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan 

f) tanggal dibuatnya Berita Acara. 

10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada 

PPK. 

 

d. Tender Cepat 

Tender Cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan dalam hal 

Pelaku Usaha yang telah terkualifikasi dalam SIKaP (Sistem Informasi Kinerja 

Penyedia), dengan membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian 

kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, 

sanggah dan sanggah banding. 

Tender Cepat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan 

Kriteria: 

1) Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara 

rinci; atau 

2) Dimungkinkan menyebutkan merek terhadap komponen barang/jasa ; 

suku cadang ; bagian dari satu system yang sudah ada; atau barang/ 

jasa dalam katalog elektronik atau took daring. 

 

Pelaksanaan Tender Cepat dengan tahapan sebagai berikut:  

1) Persiapan Pemilihan Tender Cepat  

a) Pokja Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan 

berdasarkan hari  kerja,  dengan waktu  proses pemilihan paling 

cepat 3 (tiga) hari pada hari kerja.  

b) Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap 

pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat 
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dipertanggung jawabkan.  

c) Pokja Pemilihan menyusun kriteria kualifikasi dan/atau kinerja 

Pelaku Usaha.  

d) Penyusunan  dokumen pemilihan  secara  elektronik melekat pada 

aplikasi SPSE dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE.  

2) Undangan  

a) Peserta yang terkualifikasi dalam SIKaP dan memenuhi kriteria 

menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan Tender Cepat.  

b) Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian 

penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum 

batas akhir penyampaian penawaran.  

c) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa tatap 

muka melalui aplikasi SPSE.  

3) Penyampaian dan Pembukaan Penawaran  

a) Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian 

penawaran pada aplikasi SPSE atau sistem pengaman dokumen 

berdasarkan alokasi waktu (batch) atau secara real  time 

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen.  

b) Setelah masa penyampaian penawaran berakhir maka sistem akan 

menginformasikan peringkat dapat berdasarkan Urutan Posisi 

Penawaran (positional bidding) secara real time sebagaimana yang 

ditetapkan dalam dokumen.  

c) Peserta diberikan kesempatan menyampaikan penawaran berulang 

(E-reverse Auction) dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam 

dokumen pemilihan. Penyampaian penawaran berulang dapat 

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali selama kurun waktu yang telah 

ditetapkan tersebut.   

d) Pengumuman pemenang dengan penawaran harga terendah.  

e) Dalam hal setelah  batas akhir penyampaian penawaran tidak ada 

peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat 

memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian  penawaran. 

Perpanjangan jangka waktu jadwal penyampaian  penawaran  
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dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian 

penawaran.  

 

e. Tender/Seleksi 

1) Pelaksanaan Prakualifikasi 

a) Pengumuman Prakualifikasi 

Pengumuman dilakukan melalui SPSE dan dapat ditambahkan 

dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media 

lainnya.  

Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat: 

(1) Nama dan alamat Pokja Pemilihan; 

(2) Uraian singkat pekerjaan; 

(3) Nilai HPS dan nilai Pagu Anggaran; 

(4) Persyaratan kualifikasi;  

(5) Jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan 

(6) Jadwal penyampaian dokumen kualifikasi. 

b) Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Kualifikasi 

Pelaku Usaha yang berminat mengikuti proses Prakualifikasi 

dapat mengunduh dokumen kualifikasi setelah melakukan pendaftaran 

sebagai peserta kualifikasi.  

c) Pemberian Penjelasan Kualifikasi 

Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan melalui fasilitas yang 

disediakan dalam aplikasi SPSE. 

d) Penyampaian Dokumen Kualifikasi 

(1) Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian 

elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang 

ditetapkan.  

(2) Dalam hal formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada 

SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan, 

maka data persyaratan kualifikasi tersebut disampaikan pada 

fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE. 
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(3) Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi 

tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, maka 

Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu perpanjangan 

penyampaian dokumen kualifikasi. 

(4) Setelah pemberian waktu perpanjangan penyampaian kualifikasi,  

peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi kurang dari 3 

(tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal. 

e) Evaluasi Dokumen Kualifikasi 

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap 

dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal 

penyampaian dokumen kualifikasi selesai. Evaluasi kualifikasi dilakukan 

terhadap peserta yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi. 

Persyaratan kualifikasi pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa 

lainnya/jasa konsultansi badan usaha/jasa konsultansi perorangan. 

Evaluasi kualifikasi terdapat 3 tahapan yaitu: 

(1) Evaluasi Kualifikasi Administrasi/Legalitas  

Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dilakukan terhadap jenis 

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya/ Jasa 

Konsultansi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur, 

dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam 

dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta. 

Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dilakukan untuk 

memeriksa dan mengevaluasi keabsahan persyaratan 

administrasi pelaku usaha yang mengikuti kualifikasi. Unsur-unsur 

yang dievaluasi antara lain:  

(a) Badan usaha: Izin usaha, TDP/SBU, Akta Pendirian 

Perusahaan, Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam dan Pailit,  

Pakta Integritas  

(b) Perseorangan: KTP, NPWP, Pakta integritas 

(2) Evaluasi Kualifikasi Teknis  
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Evaluasi kualifikasi teknis dilakukan terhadap jenis pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, 

yaitu: 

(a) Untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

lainnya dilakukan dengan menggunakan sistem gugur, 

dengan membandingkan persyaratan yang tercantum 

dalam dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi 

peserta. 

(b) Untuk pengadaan Jasa Konsultansi menggunakan sistem 

pembobotan dengan ambang batas 

 

Evaluasi kualifikasi teknis dilakukan untuk memeriksa 

pengalaman pelaku usaha, antara lain: 

(1) memiliki pengalaman dalam 1 dan 3 tahun terakhir  

(2) Memiliki pengalaman minimal 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir 

(khusus untuk nilai paket diatas Rp. 2,5 Miliar) 

(3) Khusus pekerjaan jasa lainnya dan konsultansi memiliki 

pengalaman minimal 50% dari nilai total HPS/pagu anggaran. 

(4) Khusus Pekerjaan Konstruksi memiliki KD (Kemampuan Dasar) 

minimal sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 

15 tahun terakhir) untuk Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar. 

(5) Memiliki SKP (Sisa Kemampuan Paket)  

Perbedaan metode evaluasi kualifikasi Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Jasa Konsultansi 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 Perbedaan Metode Evaluasi Kualifikasi 

No 
Tahapan Evaluasi 

Kualifikasi 

Barang/Pekerjaan 
Konstruksi /Jasa 

Lainnya 
Jasa Konsultansi 

1 Administrasi sistem gugur sistem gugur 

2 Teknis sistem gugur sistem pembobotan 
dengan ambang 
batas. 
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Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang 

kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 (tiga) hari setelah Pokja 

Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi.  Dalam hal jumlah peserta yang 

lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka 

prakualifikasi dinyatakan gagal. 

 

f) Pembuktian kualifikasi 

(1) Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap 

peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan 

mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data 

pada informasi formulir elektonik isian kualifikasi pada SPSE atau 

SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli. 

(2) Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada 

penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran 

lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga 

kerja, dan peralatan. 

(3) Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi 

kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal. 

 

g) Penetapan Hasil Kualifikasi 

Penetapan hasil kualifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah 

ini: 

Tabel 2.3 Penetapan Hasil Kualifikasi 

No Jenis Barang/Jasa Hasil Prakualifikasi 

1 Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa 
lainnya 

Paling kurang 3 Peserta 

2 Jasa Konsultansi 3–7 peserta 

 

h) Pengumuman Hasil Kualifikasi 

Hasil kualifikasi diumumkan melalui aplikasi SPSE dan dapat 

ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, 

dan/atau media lainnya. 
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Pengumuman hasil kualifikasi memuat paling sedikit: 

(1) Nama dan alamat Pokja Pemilihan yang mengadakan 

tender/seleksi; 

(2) Nama paket pengadaan;  

(3) Nama, NPWP, dan alamat peserta baik yang lulus maupun tidak 

lulus kualifikasi beserta alasan tidak lulus; dan 

(4) Nama peserta yang masuk dalam daftar pendek untuk Jasa 

Konsultansi Badan Usaha. 

 

i) Sanggahan Kualifikasi 

Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat 

mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan: 

(1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi; 

(2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 

Perubahannya No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam  Dokumen Pemilihan; 

(3) Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya 

persaingan usaha yang sehat; dan/atau 

(4) Penyalahgunaan   wewenang   oleh   Pokja Pemilihan, pimpinan 

UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah. 

Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 

(lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi. 

Pokja Pemilihan  memberikan  jawaban  tertulis  atas semua 

sanggah  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja  setelah masa sanggah 

berakhir. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka Pokja 

Pemilihan melanjutkan proses Prakualifikasi.  

Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan 

melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang. Sanggah 

yang disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, PA/KPA, 

dan APIP Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, atau disampaikan 
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diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses 

sebagaimana penanganan pengaduan. 

 

j)  Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal 

Jika pelaksanaan prakualifikasi gagal, maka tindak lanjutnya 

dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut.  

 

Tabel 2.4 Prakualifikasi Gagal Dan Tindak Lanjutnya oleh Pokja Pemilihan 

No Prakualifikasi gagal Tindak lanjutnya 

1 

Setelah pemberian waktu 
perpanjangan, tidak ada 
peserta yang 
menyampaikan dokumen 
kualifikasi 

Prakualifikasi ulang dengan 
ketentuan: 
1. Setelah Prakualifikasi ulang 

jumlah peserta yang lulus 2 (dua) 
maka tender/seleksi dilanjutkan 
atau 

2. Setelah Prakualifikasi ulang  
jumlah peserta yang lulus 1 (satu) 
maka tender/seleksi dilanjutkan 
dengan penunjukkan langsung. 

2 
Jumlah peserta yang lulus 
kualifikasi kurang dari 3 
peserta 

 

 

2) Pelaksanaan Pemilihan  

a) Undangan Tender/Seleksi 

Pokja Pemilihan mengundang semua peserta tender yang telah 

lulus prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam Daftar 

Pendek untuk mengikuti proses Tender/Seleksi. Undangan 

mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pendaftaran dan pengunduhan 

Dokumen Tender/Seleksi. 

b) Pendaftaran dan Pengunduhan  Dokumen Pemilihan 

Semua Pelaku Usaha yang diundang atau yang berminat untuk 

mengikuti Tender/Seleksi melakukan pendaftaran dan mengunduh 

Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE. 

c) Pemberian Penjelasan 

(1) Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan 

pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan. Pemberian penjelasan 
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merupakan media/forum tanya jawab antara Peserta 

Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang 

lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang 

tercantum dalam Dokumen Pemilihan.  

(2) Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang 

lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang 

tercantum dalam Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat 

kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan Peserta, 

sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya 

koreksi atas Dokumen Pemilihan. 

(3) Lama waktu/durasi pemberian penjelasan disesuaikan dengan 

kompleksitas pekerjaan. Pokja Pemilihan menjawab setiap 

pertanyaan yang masuk. Pada saat berlangsungnya pemberian 

penjelasan, Pokja Pemilihan dapat menambah waktu 

pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan. 

(4) Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang 

diajukan oleh Peserta sampai dengan batas akhir pemberian 

penjelasan. Namun demikian, Pokja Pemilihan masih dapat 

menjawab seluruh pertanyaan setelah waktu pemberian 

penjelasan telah berakhir. 

(5) Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat 

pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian 

Penjelasan (BAPP). 

(6) Jika dibutuhkan peninjauan lapangan, Pokja Pemilihan dapat 

melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan 

Peserta dan dilanjutkan dengan pemberian penjelasan di 

lapangan. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) 

Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian 

Penjelasan (BAPP). Biaya yang timbul atas peninjauan 

lapangan dibebankan pada masing-masing pihak. 

(7) Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan 

tertulis yang disampaikan oleh Peserta mengakibatkan 
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perubahan Dokumen Pemilihan, maka perubahan tersebut 

harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang 

disetujui oleh PPK.  

(8) Apabila perubahan tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen 

Pemilihan atau tidak disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, 

maka perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan 

yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.  

(9) Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara berulang 

dengan menyampaikan Adendum Dokumen Pemilihan melalui 

aplikasi SPSE paling kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum batas 

akhir penyampaian dokumen penawaran. 

(10) Apabila Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan 

kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen 

Pemilihan, maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir 

penyampaian penawaran. 

d) Penyampaian Dokumen Penawaran 

(1) Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran 

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

Tender/Seleksi. 

(2) Peserta dapat menyampaikan ulang file penawaran untuk 

mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai 

dengan batas akhir penyampaian penawaran. 

(3) Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kerja sama 

operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain, penyampaian 

penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili 

peserta yang berbentuk konsorsium/kerja sama 

operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain. 

(4) Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal 

penyampaian dokumen penawaran disertai dengan penjelasan 

alasan perubahan jadwal. 
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(5) Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir 

penyampaian penawaran dalam hal sebelum batas akhir 

penawaran tidak ada Peserta yang menyampaikan penawaran.  

(6) Perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan 

batas akhir penyampaian penawaran.  

(7) Apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen 

penawaran setelah waktu perpanjangan, Tender/Seleksi 

dinyatakan gagal. 

(8) Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai total HPS paling 

sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), 

Jaminan Penawaran disampaikan dengan ketentuan: 

(a) Softcopy Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian 

dari dokumen administrasi; dan 

(b) Jaminan Penawaran asli disampaikan secara langsung 

atau melalui pos/jasa pengiriman diterima UKPBJ paling 

lambat 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir 

penyampaian penawaran dan paling lambat 1 (satu) jam 

sebelum batas akhir penyampaian penawaran.  

(9) Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima UKPBJ 

sampai dengan batas waktu  yang ditentukan, maka penawaran 

dinyatakan gugur. Segala resiko keterlambatan dan kerusakan 

pengiriman Jaminan Penawaran asli menjadi resiko peserta. 

e) Pembukaan Dokumen Penawaran 

(1) Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan 

mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

(2) Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja 

Pemilihan menyampaikan file penawaran tersebut kepada 

layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat 

keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. 

Apabila diperlukan layanan pengadaan secara elektronik dapat 

menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP. 
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(3) Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan 

secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat dibuka, 

maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file 

penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Sehingga 

penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun apabila 

berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP 

dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses 

evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.  

(4) Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada 

waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran 

yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan 

keterangan layanan pengadaan secara elektronik  atau LKPP. 

(5) Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas 

akhir penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan 

waktu) kecuali: 

(a) terjadi keadaan kahar; 

(b) terjadi gangguan teknis SPSE;  

(c) perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan 

kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen 

penawaran; atau  

(d) tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai 

dengan batas akhir penyampaian penawaran.  

(6) Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir 

penyampaian penawaran maka Pokja Pemilihan 

menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan pada SPSE.  

f) Evaluasi Dokumen Penawaran 

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

(1) Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan 

dalam Dokumen Pemilihan; 
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(2) Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post 

bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post 

bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti 

dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah 

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi 

dokumen penawaran; 

(3) Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen 

penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat 

yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada 

ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau 

penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang 

bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 

(a) Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan 

yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan 

hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 

(b) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di 

luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan 

yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 

dan/atau tidak adil.  

(4) Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan 

alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh 

kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau 

keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau 

tidak distempel); 

(5) Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan 

bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi 

pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta 

dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 

(a) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta 

lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan  

(b) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada 

angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal. 
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(6) Indikasi persekongkolan antar Penyedia harus  dipenuhi 

sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: 

(a) Terdapat  kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode   

kerja,  bahan,  alat,  analisa  pendekatan teknis, harga 

satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan 

(merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; 

(b) seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; 

(c) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang 

berada dalam 1 (satu) kendali; 

(d) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara 

lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format 

penulisan; 

(e) jaminan  penawaran  dikeluarkan  dari  penjamin yang sama 

dengan nomor seri yang berurutan. 

 

Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi: 

1) Koreksi aritmatik 

a) Untuk Kontrak Harga Satuan, item pekerjaan dengan harga 

satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, 

dan Kontrak Waktu Penugasan dilakukan koreksi aritmatik. 

Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan 

SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak dapat 

menggunakan SPSE, maka koreksi aritmatik dilakukan 

secara manual. 

b) Koreksi aritmatik dilaksanakan pada tahap awal evaluasi 

sebelum evaluasi administrasi pada Tender yang 

menggunakan metode penyampaian penawaran 1 (satu) file.  

c) Koreksi aritmatik dilaksanakan setelah pembukaan 

penawaran harga untuk Tender yang menggunakan metode 

penyampaian 2 (dua) file dan 2 (dua) tahap dan Seleksi. 

d) Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran. Untuk 

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan 
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untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode Pagu 

Anggaran, apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS maka 

penawaran dinyatakan gugur. 

e) Tata cara koreksi aritmatik adalah sebagai berikut: 

(1) Volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam 

daftar kuantitas dan harga dalam penawaran harga 

disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan 

yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 

(2) Apabila terjadi  kesalahan hasil perkalian antara volume 

dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan 

dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian 

sebenarnya. Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan 

yang ditawarkan tidak boleh diubah;  

(3) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap 

sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain 

dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap 

dibiarkan kosong;  

(4) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar 

kuantitas dan harga  disesuaikan dengan jenis pekerjaan 

yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga 

satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan 

(5) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan peringkat. 

f) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan 

menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah. 

 

2) Evaluasi Administrasi  

a) Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran 

yang masuk, kecuali pada Tender yang menggunakan 1 

(satu) file, evaluasi administrasi hanya dilakukan terhadap 3 

(tiga) penawar terendah. Apabila dari ketiga penawaran 

terendah tidak lulus evaluasi administrasi, maka dilanjutkan 

kepada peserta dengan harga penawaran terendah 
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berikutnya. Untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak 

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang dimaksud 

dengan harga terendah adalah harga setelah koreksi 

aritmatik. Untuk Kontrak Lumsum yang dimaksud harga 

terendah adalah harga penawaran. 

b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan 

pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan 

ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam 

Dokumen Pemilihan. 

c) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, 

apabila: 

(1) Surat Penawaran memenuhi ketentuan 

(2) Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan (khusus 

pekerjaan jasa konstruksi paling sedikit diatas Rp10 

miliar). 

 

3) Evaluasi Teknis 

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan 

lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai 

apakah penawaran teknis peserta Tender/Seleksi memenuhi 

persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. 

Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan 

dengan menggunakan ambang batas. 

a) Pengadaan Barang 

(1) Dalam hal terdapat produk yang memiliki TKDN+BMP paling 

rendah 40% (empat puluh persen) maka produk dari luar 

negeri digugurkan. Hal ini dapat dilakukan dalam hal hanya 

terdapat 1 (satu) jenis barang dalam 1 (satu) paket. 

(2) Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan spesifikasi yang 

meliputi: 

(a) Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail 

desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan 
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pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi 

dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar; 

(b) Standar produk yang digunakan; 

(c) Garansi; 

(d) Asuransi; 

(e) Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis; 

(f) Layanan purna jual; 

(g) Tenaga teknis; 

(h) Jangka waktu pelaksanaan/pengiriman barang; 

(i) Identitas (merek, jenis, tipe); dan/atau 

(j) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan. 

(3) Dalam hal Tender menggunakan metode evaluasi penawaran 

Sistem Nilai maka penilaian teknis dengan memberikan bobot 

pada masing-masing unsur. 

(4) Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-

masing unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas 

yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. 

 

b)  Pekerjaan Konstruksi 

Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan, antara lain meliputi: 

1) Metoda Pelaksanaan Pekerjaan Utama 

2) Peralatan Utama 

3) Personel Manajerial 

4) Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (nilai HPS diatas Rp 

25 Miliar) 

5) RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi) 

 

c) Jasa Lainnya 

1) Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan, antara lain meliputi: 

(a) Spesifikasi teknis barang/bahan (karakteristik fisik, detail 

desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan 
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pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi 

dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar; 

(b) Metode pelaksanaan pekerjaan; 

(c) Jenis, kapasitas, dan komposisi dan jumlah peralatan 

yang disediakan; 

(d) Standar produk yang digunakan; 

(e) Garansi; 

(f) Asuransi; 

(g) Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis; 

(h) Layanan purna jual; 

(i) Tenaga teknis/terampil; 

(j) Jangka waktu pelaksanaan; 

(k) Identitas (merek, jenis, tipe); dan/atau 

(l) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan. 

2) Dalam hal Tender menggunakan metode evaluasi sistem 

nilai, maka penilaian teknis dengan memberikan bobot pada 

masing-masing unsur. 

3)  Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-

masing unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas 

yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. 

 

d) Jasa Konsultansi 

1) Pokja Pemilihan menilai penawaran teknis berdasarkan 

kriteria evaluasi teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

Seleksi, meliputi: 

(a) Pengalaman: 

(1) Pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis 

dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK 

dilihat dari ruang lingkup, kompleksitas, dan nilai 

pekerjaan; 

(2) Pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan; dan/atau 

(3) Pengalaman manajerial dan fasilitas utama. 



 

                                            Materi 8: Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia | 32  Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Versi 4, 2021 

(b) Proposal teknis: 

(1) Pendekatan teknis dan metodologi; 

(2) Rencana kerja; dan/atau 

(3) Organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli. 

(c) Kualifikasi tenaga ahli: 

(1) Pendidikan; 

(2) Pengalaman profesional; 

(3) Sertifikat profesional; 

(4) Penguasaan bahasa; dan/atau 

(5) Penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan. 

2) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot pada 

masing-masing unsur. 

3) Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-

masing unsur dan/atau nilai total memenuhi. 

4) Evaluasi Harga 

Hal-hal yang harus dilakukan oleh pokja pemilihan sebelum 

melakukan evaluasi harga adalah: 

a) Koreksi Aritmatik, kewajaran harga, dan harga satuan timpang 

(1) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

melakukan koreksi aritmatik, kewajaran harga, dan harga 

satuan timpang untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak 

Gabungan Lumsum Dan Harga Satuan; 

(2) Koreksi aritmatik untuk Jasa Konsultansi untuk Kontrak 

Waktu Penugasan dan Kontrak Payung. 

b) Evaluasi Harga Pengadaan Barang 

(1) Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas 

Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) diperhitungkan 

preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 

25% (dua puluh lima persen). 
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Dimana: 

HEA i : Hasil Evaluasi Akhir Penawaran PT. i 

 

(2) Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga 

dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan 

harga penawaran terendah. 

 

 

 

dimana: 

NPi  : Nilai Penawaran Harga PT. i 

Hargai : HEAi (jika memperhitungkan preferensi) 

 

Tabel 2.5 Contoh Evaluasi Harga 

No 
Nama 

Peserta 
Harga 

Penawaran 
TKDN 

(%) 
HEA 

Nilai 
Penawaran 

Harga 

1 PT. TS 3.000.000.000 20 3.000.000.000 96 

2 PT. YP 3.300.000.000 40 2.970.000.000 97 

3 PT. ES 3.100.000.000 30 2.867.500.000 100 

 

c) Evaluasi Harga Pengadaan Konstruksi 

(1) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Tender Internasional 

memperhitungkan preferensi harga sebesar 7,5% (tujuh 

setengah persen). 

(2) Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga 

dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan 

harga penawaran terendah. 

 

 

dimana: 

NPi        : Nilai Penawaran Harga PT. i 

Hargai : HEAi (jika memperhitungkan preferensi) 
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d) Evaluasi Harga Pengadaan Jasa Lainnya 

Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas 

Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) diperhitungkan preferensi 

untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 25% (dua 

puluh lima persen). 

 

 

dimana: 

HEAi : Hasil Evaluasi Akhir Penawaran PT. i 

Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga 

dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga 

penawaran terendah. 

 

 

dimana : 

NPi      : Nilai Penawaran Harga PT. i 

Hargai : HEAi (jika memperhitungkan preferensi) 

 

e) Evaluasi Harga Jasa Konsultansi 

a) Jenis Kontrak Lumsum 

(1) Evaluasi harga untuk jenis kontrak lumsum, Pokja 

Pemilihan memeriksa harga penawaran 

berdasarkan surat penawaran harga. 

(2) Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode 

Evaluasi Kualitas Dan Biaya dengan cara 

membandingkan harga penawaran dengan harga 

penawaran terendah. 

 

dimana : 

NPi   : Nilai Penawaran Harga PT. i 

Hargai : HEAi (jika memperhitungkan preferensi) 
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b) Jenis Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan 

(1) Evaluasi harga untuk jenis kontrak berdasarkan 

waktu penugasan, Pokja Pemilihan melakukan 

koreksi aritmatik. 

(2) Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode 

Evaluasi Kualitas dan Biaya dengan cara 

membandingkan harga penawaran dengan harga 

penawaran terendah. 

dimana: 

NPi       : Nilai Penawaran Harga PT. i 

Hargai  : HEAi (jika memperhitungkan preferensi) 

 

c) Jenis Kontrak Payung 

(1) Evaluasi harga untuk jenis kontrak payung, Pokja 

Pemilihan melakukan koreksi aritmatik. 

(2) Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode 

Evaluasi Kualitas Dan Biaya dengan cara 

membandingkan harga penawaran dengan harga 

penawaran terendah. 

 

 

dimana : 

NPi    : Nilai Penawaran Harga PT. i 

Hargai : HEAi (jika memperhitungkan preferensi) 

 

g) Penetapan Calon Pemenang 

1) Penetapan Calon Pemenang Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya 

(a) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Sistem Nilai  
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(1) Pokja Pemilihan Pokja Pemilihan menghitung nilai 

kombinasi hasil penilaian harga dan teknis berdasarkan 

bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam kriteria 

evaluasi. 

(2) Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki nilai 

kombinasi tertinggi, dan calon pemenang cadangan adalah 

peserta yang memiliki nilai kombinasi peringkat 

dibawahnya. 

Tabel 2.6 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Nilai 

No 
Nama 

Peserta 

Nilai Teknis (60%) Nilai Harga (40 %) 
Nilai 

Kombinasi 
Peringkat Evaluasi 

Teknis 
Nilai 

Teknis 

Nilai 
Penawara
n Harga 

Nilai 
Harga 

1 PT. TS 80 48 96 39,2 86,2 2 

2 PT. YP 75 45 97 38,6 83,6 3 

3 PT.ES 85 51 100 40,0 91,0 1 

 

(b) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Biaya Selama 

Umur Ekonomis 

(1) Pokja Pemilihan menghitung Biaya Selama Umur 

Ekonomis berdasarkan data yang disampaikan dalam 

penawaran teknis.  

(2) Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki Biaya 

Selama Umur Ekonomis yang terendah, dan calon 

pemenang cadangan adalah peserta yang memiliki 

peringkat di bawahnya. 
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Tabel 2.7 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Biaya Selama 
Umur Ekonomis 

 

(c) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Harga Terendah 

Pokja Pemilihan menetapkan calon pemenang dan calon 

pemenang cadangan berdasarkan peringkat dari harga 

penawaran yang paling rendah berdasarkan hasil evaluasi 

harga. 

Tabel 2.8 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Harga 
Terendah 

No 
Nama 

Peserta 
Harga 

Penawaran 
TKDN 

(%) 
HEA Peringkat 

1 PT. TS 3.000.000.000 20 3.000.000.000 3 

2 PT. IA 3.300.000.000 40 2.970.000.000 2 

3 PT. ES 3.100.000.000 30 2.867.500.000 1 

 

 

 

 

 

 

No 
Komposisi 

Biaya 
PT. IA PT. SH PT. AP PT. MR 

1 Harga 
Penawaran 

180.000.000.000 175.000.000.000 178.500.000 185.000.000.000 

2 Biaya Suku 
Cadang 

4.960.000 5.125.000 4.780.000 5.056.500 

3 Biaya 
Operasional 

32.500.000 34.560.000 33.520.000 31.750.000 

4 Biaya 
Pemeliharaan 

7.550.000 6.850.000 7.230.000 6.980.000 

5 Biaya 
Perawatan 

6.230.000 5.890.000 5.975.000 5.875.000 

6 Nilai Sisa (90.000.000.000) (87.500.000) (90.650.000) (92.500.000) 

 Biaya Selama 
Umur 
Ekonomis 

141.240.000.000 139.925.000 139.355.000 142.161.500 

Peringkat 3 2 1 4 

Pemenang Calon 
Pemenang 

Cadangan 2 

Calon 
Pemenang 

Cadangan 1 

Calon 
Pemenang 
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2) Penetapan Penetapan Calon Pemenang Jasa Konsultansi 

a) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Kualitas dan Biaya 

(1) Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi hasil penilaian 

Biaya dan Teknis berdasarkan bobot penilaian yang telah 

ditetapkan dalam Kriteria Evaluasi. 

(2)  Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki nilai 

kombinasi tertinggi, dan calon pemenang cadangan adalah 

peserta yang memiliki nilai kombinasi peringkat dibawahnya. 

 

Tabel 2.9 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Kualitas dan 
Biaya 

 

b) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Kualitas 

(1) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap 

penawaran dengan peringkat teknis terbaik yang lulus 

ambang batas nilai teknis. 

(2) Biaya terendah berdasarkan nilai teknis diatas ambang 

batas (passing grade) dan penawaran biaya terkoreksinya 

paling rendah.  

c) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Pagu Anggaran 

Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawaran 

yang memiliki nilai teknis paling tinggi diantara peserta yang 

memiliki penawaran biaya terkoreksi sama dengan atau lebih kecil 

dari nilai Pagu Anggaran. 

 

 

No 
Nama 

Peserta 

Nilai Teknis (60 %) Nilai Harga (40 %) 
Nilai 

Kombinasi 
Peringkat Evaluasi 

Teknis 
Nilai 

Teknis 

Nilai 
Penawaran 

Harga 

Nilai 
Harga 

1 PT. DL 75 45 80 32 77 3 

2 PT. HA 85 51 80 36 87 1 

3 PT.AF 80 48 95 38 86 2 
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Tabel 2.10 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Pagu 
Anggaran 

No 
Nama 

Peserta 
Nilai 

Teknis 
Biaya Kelulusan Peringkat 

1 PT. AR 78 415.000.000 Lulus 1 

2 PT. DK 70 402.000.000 Lulus 2 

3 PT. ES 80 428.000.000 Tidak Lulus  

Catatan : Ambang Batas : 80, Pagu Anggaran Rp. 402.000.000 

 

d) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Biaya Terendah 

Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawaran 

yang memiliki: 

(1) nilai teknis diatas ambang batas nilai teknis (passing grade); 

dan  

(2) penawaran biaya terkoreksinya paling rendah. 

 

Tabel 2.11 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Biaya 
Terendah 

No Nama Peserta 
Nilai 

Teknis 
Biaya Peringkat 

1 PT. WW 78 415.000.000 2 

2 PT. TS 70 402.000.000 1 

3 PT. HA 80 428.000.000 3 

       Catatan: Ambang Batas : 65 

 

h) Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dalam pengadaan 

barang/jasa atas Dokumen Kualifikasi untuk pengadaan barang/jasa 

melalui pascakualifikasi kepada calon pemenang peringkat pertama 

dan klarifikasi atas kejelasan substansi teknis dan harga/biaya. 
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i) Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Jasa Konsultansi 

(1) Pokja Pemilihan mengundang calon pemenang peringkat 

pertama untuk menghadiri klarifikasi dan negosiasi teknis dan 

biaya.  

(2) Untuk Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan dan Kontrak 

Payung perlu diklarifikasi dan dinegosiasi biaya satuan 

dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran dan/atau 

HPS. 

(3) Biaya satuan yang dapat dinegosiasikan : 

(a) Biaya langsung personel (remunerasi tenaga ahli); 

(b) Biaya langsung non-personel baik yang bersifat lumsum, 

harga satuan, maupun at cost; 

(4) Klarifikasi dan negosiasi terhadap remunerasi tenaga ahli 

dilakukan berdasarkan:   

(a) Daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak 

penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan.  

(b) Unit biaya personel dihitung berdasarkan satuan waktu 

yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) 

hari kerja;  

 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam 

kerja. 

Alternatif:  

(a) Indeks/koefisien pengali tenaga kerja terhadap Upah 

Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota 

yang ditetapkan oleh Gubernur; 

(b) Kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan 

sebelumnya; atau 

(c) Pernyataan kebenaran dan kewajaran biaya yang 

ditawarkan.  
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j) Penetapan Pemenang 

(1) Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/Seleksi dan 

Pemenang cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 

(dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.  

(2) Sebelum penetapan Pemenang, apabila terjadi keterlambatan 

dalam proses pemilihan dan akan mengakibatkan Surat 

Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran habis masa 

berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi 

secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang 

Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran sampai dengan 

perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.  

(3) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa 

berlaku surat penawaran dan Jaminan Penawaran, dianggap 

mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. Pokja Pemilihan 

menetapkan kembali calon Pemenang. 

(4) Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan 

(BAHP).   

(5) Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas 

Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan 

Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit 

diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Pokja 

Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan 

kepada PA/KPA melalui UKBPJ yang ditembuskan kepada PPK 

dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. 

(6) PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan 

Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan 

usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk 

menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan 

Tender/Seleksi gagal. 
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(7) PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau 

penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari 

kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal 

PA/KPA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA/KPA 

dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan. 

(8) Dalam hal PA/KPA tidak sependapat selanjutnya UKPBJ 

memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk 

menindaklanjuti penolakan tersebut.    

k) Pengumuman 

(1) Pokja Pemilihan mengumumkan Pemenang pemilihan melalui 

aplikasi SPSE.  

(2) Isi dan format pengumuman Pemenang sesuai dengan fitur 

yang terdapat aplikasi SPSE. 

 

l) Sanggah 

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang 

merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan 

ketentuan: 

(1) Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat 

mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila 

menemukan:   

(a) kesalahan dalam melakukan evaluasi; 

(b) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

dan perubahannya Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam  Dokumen Pemilihan; 

(c) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya 

persaingan usaha yang sehat; dan/atau 

(d) penyalahgunaan   wewenang   oleh   Pokja Pemilihan, 

pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah. 
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(2) Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah 

pengumuman. 

(3) Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua 

sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa 

sanggah.  

(4) Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan 

melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran 

ulang, atau pemilihan Penyedia ulang. 

(5) Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka: 

(a) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, 

Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan 

menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat 

Penandatangan Kontrak. 

(b) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal  

penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka 

penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.  

 

m) Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi) 

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah 

kepada KPA pada  pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak 

setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah 

Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding 

diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis 

kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 

jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan 

Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang 

bersangkutan.  

(2) Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah 

Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% 

(satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 

(tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah 
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Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan 

Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu 

Anggaran. 

(3) Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan 

Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak 

akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum 

mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan. 

(4) KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan 

tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari 

kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. 

Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding 

maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding. 

(5) Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ 

memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang 

atau pemilihan Penyedia ulang. 

(6) Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, 

maka: 

(a) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan 

menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat 

Penandatangan Kontrak;  

(b) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan 

disetorkan ke kas negara/daerah; 

(7) Sanggah Banding menghentikan proses Tender. 

(8) Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, 

atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap 

sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan 

pengaduan. 

 

n) Negosiasi Teknis dan Biaya (Khusus Jasa konsultasi) 

(1) Untuk  penawaran  biaya  pada  Kontrak  Lumsum,  hasil 

negosiasi teknis dan biaya tidak merubah biaya penawaran. 

(2) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk: 
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(a) meyakinkan  kejelasan  substansi  teknis,  metode,  dan 

biaya,  serta  mempertimbangkan  kebutuhan 

perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna 

pencapaian hasil kerja yang optimal; dan 

(b) memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif 

dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai 

sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta 

tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis. 

(3) Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi 

terutama: 

(a) Lingkup dan sasaran jasa konsultansi;  

(b) Metodologi pelaksanaan pekerjaan;  

(c) Program alih pengetahuan;  

(d) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan 

(e) Fasilitas penunjang. 

(4) Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi 

terutama:  

(a) Tenaga ahli;  

(b) Kesesuaian rencana kerja, metodologi dan jenis 

(c) Pengeluaran biaya; dan  

(d) Volume kegiatan dan jenis pengeluaran. 

 

2. Tender Cepat & Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya 

a. Penyebab Tender Cepat dinyatakan Gagal  

Tender Cepat dinyatakan gagal dalam hal: 

1) Tidak ada peserta atau hanya 1 peserta yg menyampaikan 

dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan 

2) Pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri 

verifikasi data kualifikasi 

3) Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai 

dengan ketentuan dalam Perpres ini. 

4) Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi dan/atau nepotisme. 
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5) Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau 

6) KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK 

 

b. Tindak Lanjut Tender Cepat Gagal 

Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender 

Cepat dan melakukan Tender Cepat Kembali atau mengganti metode 

pemilihan lain. 

 

c. Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan Gagal 

1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal: 

(a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 

(b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran 

setelah ada pemberian waktu perpanjangan; 

(c) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 

(d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau 

Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahnnya 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah beserta petunjuk teknisnya; 

(e) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

(f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; 

(g) seluruh penawaran harga pada Tender Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; 

(h) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau 

(i) KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK 

2) Kesalahan dalam proses evaluasi berdasarkan sanggahan dan 

sanggahan banding. 

3) Yang dimaksud dengan seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN) pada angka 1 huruf e dan KKN yang melibatkan 

Pokja Pemilihan/PPK pada angka 1 huruf i berdasarkan indikasi 

atau bukti. 
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4) Yang dimaksud dengan seluruh peserta terlibat persaingan usaha 

tidak sehat pada angka 1 huruf f adalah berdasarkan hasil evaluasi 

penawaran. 

5) Tender/Seleksi gagal yang disebabkan seluruh penawaran harga 

pada Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas 

HPS juga berlaku apabila seluruh penawaran biaya pada Seleksi 

Jasa Konsultansi dengan Metode Evaluasi Pagu Anggaran diatas 

HPS. 

6) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a 

sampai dengan huruf h ditetapkan oleh Pokja Pemilihan. 

7) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf I 

ditetapkan oleh PA/KPA. 

 
d. Tindak Lanjut Tender/Seleksi Gagal 

1) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal segera melakukan evaluasi 

penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender 

ulang/Seleksi ulang. 

2) Sebelum dilakukan tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal Pokja 

Pemilihan melakukan reviu penyebab Tender/Seleksi gagal. 

3) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang apabila 

dalam evaluasi terdapat kesalahan. 

4) Pokja Pemilihan mengundang Peserta untuk menyampaikan 

penawaran ulang, apabila : 

a) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak 

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 dan perubahannya Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan terlebih dahulu 

melakukan perbaikan Dokumen Pemilihan; atau 

b) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai. 

5) Pokja Pemilihan melakukan Tender/Seleksi ulang, apabila : 

a) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran 

setelah ada pemberian waktu perpanjangan; 
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b) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 

c) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 

d) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; 

e) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; atau 

f) KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK. 

6) Dalam hal Tender/Seleksi ulang yang disebabkan oleh KKN yang 

melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender/Seleksi ulang dilakukan 

oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru. 

 

e. Tindak Lanjut Tender/Seleksi Ulang Gagal 

Dalam hal Tender/Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan 

persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: 

1) Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 

2) Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. 

 

3. Pelaksanaan Kontrak  

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian tertulis antara 

Pejabat Penandatangan Kontrak (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran/PPK) dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola. 

Adapun ruang lingkup pelaksanaan kontrak meliputi: 

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 

b. Penandatanganan Kontrak; 

c. Penyerahan Lokasi Pekerjaan; 

d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP); 

e. Pemberian Uang Muka; 

f. Penyusunan Program Mutu; 

g. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak; 

h. Mobilisasi; 

i. Pemeriksaan Bersama; 

j. Pengendalian Kontrak; 

k. Inspeksi Pabrikasi; 
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l. Pembayaran Prestasi Pekerjaan; 

m. Perubahan Kontrak; 

n. Penyesuaian Harga; 

o. Keadaan Kahar; 

p. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak; 

q. Pemutusan Kontrak; 

r. Pemberian Kesempatan; 

s. Denda dan Ganti Rugi. 

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani 

Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau 

tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya 

batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai 

APBN/APBD. 

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 

Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ 

melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja 

Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan: 

1) Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan 

prosedur yang ditetapkan; 

2) Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan 

untuk melaksanakan Kontrak. 

Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak 

memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia 

tersebut.  

1) Perselisihan Pendapat Atas Hasil Pemilihan  

Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan 

Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK 

menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat 

Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya,  PPK dan Pokja 

Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait 

perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak 

tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada 
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PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai 

kesepakatan.  

PA/KPA dapat memutuskan:  

a) Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA  memerintahkan Pokja 

Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, 

penawaran ulang, atau Tender ulang; atau 

b) Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK 

untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja. 

c) Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final. 

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan 

kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan 

penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai 

dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi 

ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari 

kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima.  

2) Pengunduran diri Calon Penyedia 

Apabila pemenang pemilihan/calon Penyedia yang ditunjuk 

mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK, dan 

masa penawarannya masih berlaku, maka calon Penyedia tersebut 

dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun dan Jaminan 

Penawarannya dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.  

Selanjutnya penunjukan Penyedia dilakukan kepada peserta dengan 

peringkat dibawahnya (jika ada). Dalam hal tidak ada calon pemenang 

cadangan, PPK melaporkan ke Pokja Pemilihan untuk kemudian dilakukan 

Tender/Seleksi Ulang atau Evaluasi Ulang. 

 

3) Waktu Penerbitan SPPBJ 

Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, 

SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan RKA-KL untuk APBN atau 

RKA Perangkat Daerah untuk APBD sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.  
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b. Penandatanganan Kontrak 

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA 

disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun 

anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 

DIPA/DPA berlaku efektif.  

1) Persiapan Penandatanganan Kontrak 

Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan 

penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan 

Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut: 

a) finalisasi rancangan Kontrak; 

b) kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan 

Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, 

asuransi, dsb; 

c) rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau 

d) hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat 

evaluasi penawaran.  

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

a) untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) 

sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan 

Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau 

b) untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh 

persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima 

persen) dari nilai total HPS. 

 

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi 

adalah sebagai berikut: 

a) untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai 

dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan 

Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau 

b) untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari 

nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima 

persen) dari nilai Pagu Anggaran. 
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Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis 

kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak. Setelah 

Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja Pemilihan dapat 

mengembalikan Jaminan Penawaran (untuk Pekerjaan Konstruksi dan 

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dengan nilai total HPS paling sedikit 

diatas Rp10.000.000.000,00). 

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan 

mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan 

penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan 

pekerjaan.  

Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, 

dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang 

dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan 

setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA. Jika 

penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka 

penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa 

tidak diberikan ganti rugi.  

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks 

dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. 

 

2) Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak 

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa 

kembali rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, 

angka, dan  huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar 

Dokumen Kontrak.  

Kontrak ditandatangani dengan ketentuan: 

a) DIPA/DPA telah ditetapkan; 

b) Penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, kecuali apabila DIPA/DPA 

belum disahkan; 

c) Ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani 

Kontrak. 
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 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama 

Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus 

Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran 

Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, 

pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang 

mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur 

Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah 

berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani 

Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan 

perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja 

tetap. 

 Kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari : 

a) sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 

(1) Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak 

dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh 

Penyedia; dan  

(2) Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai pada 

bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan 

Kontrak;  

b) Rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi materai apabila diperlukan. 

Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh 

Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.  

 

c. Penyerahan Lokasi Pekerjaan 

Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan 

lokasi kerja kepada Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah 

sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak 

terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja. 

Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah 

Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.  
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Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan 

seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalan 

rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, maka 

Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan kondisi ini sebagai Peristiwa 

Kompensasi dan dibuat Berita Acara. 

 

d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/ Surat Perintah Pengiriman 

(SPP) 

1) SPMK untuk Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya/ Jasa 

Konsultansi 

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari 

Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi untuk segera memulai 

pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.  

SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja 

setelah tandatangan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak 

penyerahan lokasi pekerjaan.  

Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal 

mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan 

sesuai Kontrak. 

2) Surat Perintah Pengiriman (SPP) untuk Barang 

Surat Perintah Pengiriman (SPP) adalah surat perintah tertulis dari 

Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Barang untuk mulai 

melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai Kontrak.  

Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan 

Kontrak.  SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai 

dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 

tanggal penerbitan SPP. 

Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai 

tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 

serah terima Barang. 
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Untuk pekerjaan yang pengiriman barangnya dijadwalkan tidak 

dilaksanakan sekaligus tetapi secara berkala/bertahap sesuai rencana 

kebutuhan, harus dinyatakan dalam Kontrak. 

 

e. Pemberian Uang Muka 

Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha 

kecil; 

2) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha 

non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau 

3) Paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk 

Kontrak Tahun Jamak. 

Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis 

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana 

penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak 

dan rencana pengembaliannya. 

Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam Kontrak. Uang Muka  dibayar setelah Penyedia 

menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima. 

Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima 

Penyedia. 

Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan 

berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi 

pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling 

lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus 

persen). 

 

f. Penyusunan Program Mutu 

Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum dan diserahkan pada 

rapat persiapan pelaksanaan Kontrak untuk disetujui oleh Pejabat 

Penandatangan Kontrak. Program mutu disusun yang paling sedikit berisi : 
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1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 

2) Organisasi kerja Penyedia; 

3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; 

4) Prosedur pelaksanaan pekerjaan; 

5) Prosedur instruksi kerja; dan/atau 

6) Pelaksana kerja.  

Program mutu disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik 

dan kompleksitas pekerjaan. 

 

g. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 

Sebelum melaksanakan Kontrak yang bernilai besar atau kompleks, 

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia harus melakukan rapat 

secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan 

administrasi  Kontrak. Rapat tatap muka harus dilaksanakan secara: 

1) Formal; 

2) Agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan 

rapat; 

3) Para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama 

pelaksanaan kontrak; 

Hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak: 

1) Reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari 

kedua belah pihak; 

2) Pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal 

efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak; 

3) Reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan 

evaluasi kemajuan pekerjaan; 

4) Diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan; 

5) Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang 

disesuaikan dengan kondisi pekerjaan; 

6) Melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan 

mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; 
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7) Melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama 

pelaksanaan pekerjaan. 

 

h. Mobilisasi 

1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai 

waktu yang ditetapkan. 

2) Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, mobilisasi dilakukan 

sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi: 

a) Mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b) Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung 

laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau 

c) Mendatangkan personil. 

3) Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup 

pekerjaan, meliputi: 

a) Mendatangkan tenaga ahli; 

b) Mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau 

c) Menyiapskan peralatan pendukung. 

4) Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personil dapat dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. 

 

i. Pemeriksaan Bersama 

1) Apabila diperlukan,pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para 

pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan 

dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi 

lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata 

pembayaran. 

2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim 

teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. 

3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila 

dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, 

maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 
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j. Pengendalian Kontrak  

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap 

pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang 

ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh: 

1) Pejabat Penandatangan Kontrak; 

2) Pihak ketiga yang independen; 

3) Penyedia; dan/atau 

4) Pengguna akhir. 

 Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan 

Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat 

Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak 

memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan 

realisasi pelaksanaan pekerjaan. 

 Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan 

pada SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat 

Peringatan (SP) kepada Penyedia. 

 Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak 

mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan 

Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan 

memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

k. Inspeksi Pabrikasi  

  Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi 

barang/peralatan khusus. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus 

sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 

 

l. Pembayaran Prestasi Pekerjaan  

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah 

dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.  Nilai 

Retensi sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan 
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Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa 

Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. 

Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada 

subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran 

kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya. 

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara: 

1) Bulanan yaitu pembayaran berdasarkan hasil perhitungan prestasi 

pekerjaaan setiap bulan, contohnya untuk pekerjaan jasa 

kebersihan, jasa pengamanan, jasa katering  

2) Termin yaitu pembayaran berdasarkan hasil perhitungan prestasi 

pekerjaaan setiap termin yang diatur dalam kontrak, contoh 

pekerjaan konstruksi, Pengadaan barang 

3) Sekaligus setelah pekerjaan selesai yaitu pembayaran dilakukan 

setelah prestasi pekerjaan telah mencapai 100%, contohnya 

pekerjaan jasa PCO (profesional conference organizer), perawatan 

genset. 

Dalam pembayaran prestasi pekerjaan, pembayaran wajib dilakukan 

sesuai ketentuan di dalam kontrak khususnya di syarat-syarat khusus 

kontrak (SSKK), jika terjadi perubahan tata cara pembayaran maka harus 

dilakukan perubahan kontrak. 

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk 

Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran 

terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia 

menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Contohnya 

pembayaran untuk sewa gedung dapat dilakukan pada awal masa sewa. 

 

Barang dilokasi pekerjaan (material on site) 

Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang 

belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada 

dilokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak. Contohnya  

pembayaran untuk besi beton, AC, genset dan lift. 
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m. Perubahan Kontrak  

Proses pelaksanaan pekerjaan sering dihadapkan pada perubahan 

kondisi lapangan, akibat ketidaksesuaian gambar dan/atau spesifikasi 

teknis/KAK yang tertuang dalam dokumen kontrak. Perubahan-perubahan 

kondisi lapangan, baik terjadi di awal, pertengahan, dan akhir pekerjaan. 

Perubahan tersebut dapat disebabkan dari permintaan pemilik anggaran, 

penyedia  atau pihak lain. Hal ini mengakibatkan perencanaan harus di 

ubah, terutama apabila kondisi lapangan yang ada tidak memungkinkan 

sehingga terjadi perubahan desain atau lazim disebut dengan change 

order (perubahan kontrak).  Perubahan kontrak dapat dilakukan untuk 

Kontrak Lumsum, Harga Satuan, Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, 

Kontrak Payung, Biaya Plus Imbalan, Putar Kunci, dan Waktu Penugasan. 

Hal-hal yang terkait dengan perubahan kontrak pada dasarnya 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang bersifat administratif dan 

perubahan yang bersifat substantif. 

Perubahan administratif antara lain pergantian Pejabat 

Penandatangan Kontrak atau pergantian direktur, perubahan alamat, 

perubahan nomor rekening penerima dan lain lain. Perubahan yang 

bersifat substantif jika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada 

saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang  

ditentukan dalam Dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak 

bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak antara lain: 

1) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum 

dalam Kontrak; 

2) Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; 

3) Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi 

lapangan; dan/atau 

4) Mengubah jadwal pelaksanaan 

 Tidak semua permintaan perubahan kontrak dapat disetujui oleh 

pihak yang terkait dengan pengadaan, yaitu Penandatangan Kontrak, 

penyedia dan perencana untuk dilanjutkan menjadi addendum kontrak. 

Bagi Pejabat Penandatangan Kontrak, analisis biaya manfaat mutlak 
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diperlukan dalam melakukan pertimbangan atas permintaan perubahan 

kontrak dengan tetap memperhatikan pemenuhan terhadap ketentuan 

yang berlaku dan menggunakan prinsip-prinsip pengadaan yang antara 

lain meliputi efektifitas, efisiensi,  transparansi, dan bersifat akuntabel. 

Dalam hal perubahan kontrak  mengakibatkan penambahan nilai 

kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan 

nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang 

tercantum dalam Kontrak awal, sepanjang anggaran tersedia. 

Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat 

Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. 

Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu 

penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah 

waktu pelaksanaan kontrak berakhir. 

 

n. Penyesuaian Harga  

Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak 

yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau berdasarkan Waktu 

Penugasan yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 18 (delapan 

belas) bulan, dengan ketentuan: 

1) Ketentuan, persyaratan, dan tata cara perhitungan penyesuaian 

harga dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (rancangan Kontrak) 

dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan, yang selanjutnya 

dituangkan dalam Kontrak. 

2) Persyaratan perhitungan penyesuaian harga meliputi: 

a) penyesuaian diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak 

pelaksanaan pekerjaan; 

b) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata 

pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya overhead, 

dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam 

penawaran; 

c) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal 

pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum kontrak; 
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d) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang 

berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian 

harga dari negara asal barang tersebut; 

e) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat 

adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga 

mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut 

ditandatangani; dan 

f) Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak 

terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks 

terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan. 

3) Perhitungan penyesuaian harga satuan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; 

 Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; 

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan 

overhead , dalam hal penawaran tidak mencantumkan 

besaran komponen keuntungan dan overhead, maka 

a=0,15 

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, 

bahan, alat kerja dsb; 

  Penjumlahan a+b+c+ . . . . = 1,00 

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan 

dilaksanakan; 

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian 

penawaran.   

 

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan 

Pusat Statistik. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam 

penerbitan Badan Pusat Statistik, digunakan indeks harga yang 

dikeluarkan oleh instansi teknis. 
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4) Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: 

     n                           

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga 

satuan; 

Hn  = harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan 

setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan 

rumusan penyesuaian Harga Satuan;  

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang 

dilaksanakan. 

 

o. Keadaan Kahar 

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak 

para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, 

sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat 

dipenuhi. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang 

disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak 

atau Penyedia memberitahukan  tentang  terjadinya  Keadaan kahar 

kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 

(empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari 

atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.  

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat 

dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir. Dalam hal 

pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan 

kontrak. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang 

sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak 

akibat keadaan kahar. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak 

dapat melewati Tahun Anggaran.  

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak 

menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan. Penyedia berhak untuk 

menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan 

pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. 
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Selama masa keadaan kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak 

memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin 

meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima 

pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat 

penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi  yang telah 

dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Penggantian biaya ini 

harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.   

Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan 

dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji/wanprestasi jika disebabkan 

oleh karena keadaan kahar. Contoh keadaan kahar dalam Kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non 

alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan 

gangguan industri lainnya. 

 

p. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak 

1) Penghentian Kontrak 

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian 

Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat 

Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK) dengan disertai alasan 

penghentian pekerjaan. 

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat: 

a) Sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau 

b) Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan 

dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. 

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat 

Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan 

kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan 

pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit. 

2) Berakhirnya Kontrak 

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan 

kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. 

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan 
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pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. 

Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah 

selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila 

masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada 

Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan 

yang melewati tahun anggaran atau pembayaran atas penyesuaian harga. 

 

q. Pemutusan Kontrak  

   Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat 

Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya 

Kontrak karena alasan tertentu 

1) Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 

   Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak 

apabila:  

a) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan 

dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang 

berwenang.  

b) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau 

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; 

c) Penyedia berada dalam keadaan pailit; 

d) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum 

penandatangan Kontrak; 

e) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat 

Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; 

f) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; 

g) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan 

tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan; 

h) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia 

tidak  akan mampu menyelesaikan  keseluruhan pekerjaan 

walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima  puluh) 
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hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk 

menyelesaikan pekerjaan; 

i) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan  sampai 

dengan 50 (lima  puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya 

pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaan; 

j) Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan 

dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program 

mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan. 

 

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:  

a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;   

b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang 

Muka dicairkan (apabila diberikan);  

c) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 

   Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh 

Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja 

Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket 

pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. 

 

2) Pemutusan Kontrak oleh Penyedia  

   Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:   

a) Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, 

Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda 

pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah 

tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.  

b) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan 

angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum 

dalam Syarat-syarat Kontrak.  

 

 



 

                                            Materi 8: Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia | 67  Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Versi 4, 2021 

r. Pemberian Kesempatan  

Dalam  hal  Penyedia  gagal  menyelesaikan  pekerjaan  sampai  

masa pelaksanaan  kontrak  berakhir,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak 

melakukan  penilaian  atas  kemajuan  pelaksanaan  pekerjaan.  Hasil 

penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:  

1) Memberikan  kesempatan  kepada  Penyedia  untuk  menyelesaikan 

pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:   

a) Pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia  menyelesaikan 

pekerjaan sampai dengan 50 (lima  puluh) hari kalender.   

b) Dalam  hal  setelah  diberikan  kesempatan  sebagaimana  

angka  1 diatas,  Penyedia  masih  belum  dapat  

menyelesaikan  pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak 

dapat: 

(1) Memberikan  kesempatan  kedua  untuk  penyelesaian  

sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; 

atau 

(2) Melakukan  pemutusan  Kontrak  dalam  hal  Penyedia  

dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya. 

c) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan 

dalam adendum kontrak  yang  didalamnya  mengatur  

pengenaan  sanksi  denda keterlambatan kepada Penyedia dan 

perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila 

ada). 

d) Pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia  untuk  

menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. 

2) Tidak  memberikan  kesempatan  kepada  Penyedia  dan  

dilanjutkan dengan  pemutusan  kontrak  serta  pengenaan  sanksi  

administratif dalam hal antara lain: 

a) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;  

b) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; 

atau 
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c) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. 

 

s. Denda dan Ganti Rugi  

Denda dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan 

kepada PPK/Penyedia, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang 

tercantum di dalam Kontrak. 

Berikut penerapan denda dan ganti rugi yang berlaku di dalam 

proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :  

1) Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda 

keterlambatan.  

2) Cedera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, 

menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan 

kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan 

hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai 

dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan. 

3) Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian 

pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah: 

a)  ‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang 

tercantum dalam Kontrak; atau 

b)  ‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak. 

4) Besaran  denda  keterlambatan  atas  perbaikan  cacat  mutu  

sebesar  ‰ (satu permil) per hari  keterlambatan perbaikan dari 

nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu. 

5) Besaran  sanksi  ganti  rugi  adalah  sebesar  nilai  kerugian  yang 

ditimbulkan. 

6) Besaran denda atas pelanggaran ketentuan subkontrak sebesar 

nilai pekerjaan yang disubkontrakkan. 

7) Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang 

ditetapkan dalam dokumen pemilihan  

8) Tata  cara  pembayaran denda  diatur  di dalam Dokumen Kontrak 
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4. Serah Terima   

Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat 

Penandatangan Kontrak (dalam hal ini PPK) sampai dengan serah terima hasil 

pekerjaan kepada PA/KPA dijelaskan dalam bagan alur berikut: 

 

 
 

Gambar 2.2 Alur Serah Terima Hasil Pekerjaan 

 (Sumber : Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018) 
 
 

a. Serah Terima Hasil Pekerjaan  

Penerimaan hasil pengadaan barang/jasa dilakukan dalam proses 

mengelola pelaksanaan dan penutupan kontrak. Terdapat dua proses serah 

terima hasil pekerjaan, yaitu: 

1) Serah  Terima  Hasil  Pekerjaan  dari  Penyedia  kepada  Pejabat 

Penanda tangan Kontrak 

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang 

dalam Kontrak, Penyedia mengajukan  permintaan  secara  tertulis  

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil 

pekerjaan. 

Adapun tahap Serah Terima Hasil Pekerjaan di dalam proses 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah: 

a) Setelah pekerjaan selesai (100% sesuai dengan ketentuan serah 

terima yang tertuang dalam Kontrak), Penyedia mengajukan 

Pekerjaan Selesai 

 (100% sesuai 
kontrak) 

Pengajuan kepada 
Pejabat Pembuat 
Komitmen untuk 

Serah Terima  

Pemeriksaan Hasil 
Pekerjaan oleh 

Pejabat Pembuat 
Komitmen 

Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan 

(BAHP) 

Berita Acara 
Serah Terima 

(BAST) 

Serah Terima kepada 
PA/KPA oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen 

Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan 
Administratif  
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permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan 

Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.  

Contoh: Pekerjaan pembangunan bendungan, ditentukan 

dikontrak proses serah terima pekerjaan dapat dilaksanakan 

ketika prestasi pekerjaan sudah 98%. 

b) Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak 

melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat 

dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. 

c) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan 

terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak. 

d) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil 

pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan 

Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan 

pekerjaan. 

e) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat 

Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita 

Acara Serah Terima. 

2) Serah Terima Hasil Pekerjaan dari  Pejabat Penandatangan Kontrak 

kepada PA 

a) Setelah  penandatanganan  Berita  Acara  Serah  Terima,  

Pejabat Penandatangan  Kontrak  untuk  menandatangani  

Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 

b) Mekanisme  serah  terima  hasil  barang/jasa  dari  Pejabat 

Penandatangan  Kontrak  kepada  PA/KPA  dilakukan  

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

b. Masa Pemeliharaan (apabila dibutuhkan) 

1) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa 

pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan 

pertama pekerjaan. 
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2) Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan 

permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 

untuk penyerahan akhir pekerjaan. 

3) Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir 

pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya 

selama masa pemeliharaan dengan baik. Pejabat Penandatangan 

Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum 

dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 

4) Khusus Pekerjaan Konstruksi: 

a) masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen 

selama 6 (enam)   bulan,   sedangkan   untuk pekerjaan semi 

permanen selama 3 (tiga) bulan; dan 

b) masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran. 

5) Khusus  Pengadaan  Barang,  masa  garansi  diberlakukan  sesuai 

kesepakatan para pihak dalam Kontrak. 

6) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan 

sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak 

untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan 

untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan 

sanksi Daftar Hitam. 

7) Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang 

pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai 

Pembiayaan/Pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak 

wajib menyetorkan kepada Kas Negara.   

8) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat 

Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara 

Serah Terima akhir. 

9) PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK 

selama masa pemeliharaan oleh Penyedia. 

10) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja 

setelah masa pemeliharaan selesai. 
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B. Latihan  

Untuk lebih memahami materi pokok modul ini, anda diminta untuk 

menjawab beberapa pertanyaan berikut:  

1. Sebutkan dan jelaskan Keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana 

alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan 

Status Keadaan Darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan! 

2. Sebutkan 4 keadaan darurat lainnya! 

3. Instansi apakah yang mengatur tatacara pengadaan barang/jasa di luar 

negeri? Berikan contoh-contoh pengadaan barang -jasa di luar negeri! 

4. Sebutkan macam-macam pengadaan barang/jasa pemerintah yang 

dikecualikan! 

5. Sebutkan ketentuan pengadaan Listrik! 

6. Sebutkan daftar barang/jasa yang pengadaannya dilaksanakan sesuai 

dengan praktik bisnis yang sudah mapan, berikut 1 contohnya masing-

masing! 

7. Siapa saja yang dapat melakukan penelitian? Jelaskan! 

8. Sebutkan beberapa macam Tender/Seleksi Internasional! 

9. Sebutkan batasan nilai paket Tender/Seleksi Internasional untuk 

pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa 

Konsultansi! 

 
 
C. Rangkuman 

Terdapat beberapa jenis pengadaan barang/jasa yang termasuk ke 

dalam pengadaan khusus, yaitu: 

1. Pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan kedaaan darurat 

2. Pengadaan barang/jasa di luar negeri 

3. Pengecualian  

4. Penelitian 

5. Tender/seleksi internasioanal dan dana pinjaman luar negeri atau hibah 

luar negeri. 
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Kelima jenis pengadaan yang termasuk pengadaan khusus tersebut 

memiliki karakter yang istimewa, sehingga diatur secara berbeda dengan 

peraturan pengadaan barang/jasa pada umumnya. Namun, untuk menjaga tata 

laksana yang baik dan tetap akuntabel, maka masing-masing dari kelima 

pengadaan khusus tersebut juga memiliki proses dan tata cara tersendiri. 

 

D. Evaluasi Materi Pokok 

1. Yang bukan metode pengadaan melalui Penyedia adalah : 

A. Tender Cepat 

B. E-Purchasing 

C. Tender 

D. E-Shopping 

2. Yang tidak termasuk dibolehkan penunjukan langsung dalam keadaan 

tertentu di kelompok Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 

Lainnya, adalah: 

A. Kegiatan mendadak memenuhi komitmen internasional 

B. Rahasia untuk kepentingan Negara 

C. Kelanjutan pekerjaan tidak selesai akibat pemutusan kontrak 

D. Tender yang gagal   

3. Tahapan Tender Cepat adalah : 

A. Pengumuman Tender – Penawaran Harga – Evaluasi Penawaran – 

Penetapan Pemenang 

B. Pengumuman Tender Terbatas – Penawaran Harga – Evaluasi 

Penawaran – Penetapan Pemenang 

C. Undangan Peserta – Penawaran Harga – Evaluasi Penawaran – 

Penetapan Pemenang 

D. Peserta sudah terkualifikasi di SIKaP – Penawaran Harga – Evaluasi 

Penawaran – Penetapan Pemenang 
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4. Tahapan Pemilihan melalui Tender dengan metode Pascakualifikasi: 

A. Pengumuman Tender – Pendaftaran & pengambilan Dokumen 

Pemilihan –Penyampaian Penawaran – Evaluasi Penawaran – 

Pembuktian Kualifikasi - Penetapan dan Pengumuman Pemenang- 

Sanggah 

B. Pengumuman Tender – Pendaftaran & pengambilan Dokumen 

Pemilihan – Pemberian Penjelasan – Penyampaian Penawaran – 

Pembuktian Kualifikasi - Evaluasi Penawaran - Penetapan dan 

Pengumuman Pemenang- Sanggah 

C. Pengumuman Tender – Pendaftaran & pengambilan Dokumen 

Pemilihan – Pemberian Penjelasan – Penyampaian Penawaran – 

Evaluasi Penawaran – Pembuktian Kualifikasi - Penetapan dan 

Pengumuman Pemenang- Sanggah 

D. Undangan – Pendaftaran & pengambilan Dokumen Pemilihan – 

Pemberian Penjelasan – Penyampaian Penawaran – Evaluasi 

Penawaran – Pembuktian Kualifikasi - Penetapan dan Pengumuman 

Pemenang- Sanggah 

5. Dalam hal Seleksi gagal, Pokja menindaklanjuti dengan melakukan 

Evaluasi Penawaran Ulang, apabila gagalnya Seleksi karena : 

A. Penawaran harga semua peserta diatas HPS 

B. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran 

C. Terdapat kesalahan dalam melakukan evaluasi 

D. Ditemukan adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan 

 

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 Cocokkan jawaban Anda dengan  kunci jawaban  evaluasi materi 

pokok  yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah  jawaban Anda yang 

benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 

penguasaan anda terhadap materi pokok. 
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Rumus: 

Tingkat Penguasaan = 
                   

                   
 x 100% 

 

Arti tingkat penguasaan yang anda capai: 

100%            = baik sekali 

80%              = baik 

0-60%           = kurang 

 

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus! Berarti Anda 

telah memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di 

bawah 80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok terutama bagian yang 

belum anda kuasai.  
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Perubahannya 

yaitu Perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

diatur hal-hal mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

melalui Penyedia yang terdiri, yang substansinya dalam pembelajaran ini terdiri 

dari:  

1. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia 

2. Pelaksanaan Tender Cepat dan Tender/ Seleksi Gagal serta Tindak 

lanjutnya 

3. Pelaksanaan kontrak  

 

B. Implikasi  

Setelah mempelajari modul ini, para peserta pelatihan diharapkan dapat 

memahami dan menambah pengetahuan tentang gambaran Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. 

 

C. Tindak Lanjut  

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan lebih memahami tentang 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, maka 

setelah mempelajari modul ini peserta pelatihan diharapkan dapat 

memperdalam pemahaman materi dengan membaca buku yang ada dalam 

daftar pustaka maupun literatur lain. 
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  KUNCI JAWABAN 

 

Jawaban Materi Pokok 

1. D 

2. D 

3. D 

4. C 

5. C 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya Nomor 12 Tahun 
2021  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia; 

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 
tentang Pengadaan Barang Jasa Yang Dikecualikan; 

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik; 

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
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GLOSARIUM 

 

APH : Aparat Penegak Hukum 

APIP : Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
E-katalog : sistem informasi elektronik yang memuat informasi 

berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk 
Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, 
negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya 
terkait barang/jasa 

E-marketplace : pasar online tempat terjadinya jual beli, biasanya 
dilakukan antar perusahaan (B2B mendominasi hingga 
75% E-marketplace) 

E-selection : Metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi secara 
elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh 
semua Penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat. 

E-tender : Metode pemilihan Penyedia barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya secara elektronik untuk semua 
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia 
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi 
syarat 

HPS : Harga Perkiraan Sendiri 
K/L/PD : Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 
KAK : Kerangka Acuan Kerja 
KPA : Kuasa Pengguna Anggaran 
LKPP : Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
PA : Pengguna Anggaran 
PBJP : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Pokja Pemilihan :    Kelompok Kerja Pemilihan 
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen 
SIKaP : Sistem Informasi Kinerja Penyedia 
SNI : Standar Nasional Indonesia 
SPSE : Sistem Pengadaan Secara Elektronik 
TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri 
Toko Daring : Toko Dalam Jaringan 
UKPBJ : Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa  
VMS : Vendor Management System 
Keadaan Kahar : Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak 

dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, 
sehingga kewajiban yang  ditentukan   dalam  kontrak  
menjadi tidak dapat dipenuhi. 

Pembayaran 
bulanan 

: Pembayaran berdasarkan hasil perhitungan prestasi 
pekerjaaan setiap bulan 

Pembayaran 
Termin 

: Pembayaran berdasarkan hasil perhitungan prestasi 
pekerjaaan setiap termin 



 

                                            Materi 8: Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia | 80  Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Versi 4, 2021 

Pembayaran 
Sekaligus setelah 
pekerjaan selesai 

: Pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan telah 
mencapai 100 % 

Perubahan 
kontrak 

: Perubahan terhadap ketentuan Pokok Perjanjian, syarat-
syarat umum kontrak (SSUK), Syarat-syarat khusus 
(SSKK) berikut lampirannya 

 

 

 

 

 

 

 


